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ABSTRAK 

 

Angkutan umum perkotaan berbasis jalan senantiasa dipandang sebagai sumber masalah 

kemacetan dan kesemrawutan di banyak kota di Indonesia. Penurunan kinerja angkutan umum 

perkotaan mengakibatkan pemakaian angkutan pribadi meningkat sehingga terjadi ketimpangan 

kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Berbagai konsep manajemen pengoperasian 

angkutan umum perkotaan sudah banyak dilakukan untuk membatasi pemakaian angkutan pribadi, 

namun belum mencapai hasil yang optimal. Hasil penelitian tolok ukur dalam 24 indikator 

pelayanan untuk angkutan umum perkotaan menunjukkan bahwa penumpang angkutan umum 

sebenarnya tidak melihat jenis/klasifikasi angkutan yang akan dinaikinya namun memperhatikan 

kebutuhan akan pelayanan yang mereka terima dan tujuan perjalanannya. Salah satu langkah 

dalam transportasi berkelanjutan adalah dengan adanya standar pelayanan minimal angkutan 

umum perkotaan sehingga masyarakat lebih memilih angkutan umum dibandingkan angkutan 

pribadi sehingga akan menjamin kualiutas lingkungan yang lebih baik. Salah satu perundangan 

yang baru terbit yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 

2012, tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, diharapkan dapat 

menjadi acuan terbaru untuk melakukan perbaikan kinerja angkutan umum perkotaan. 

Pengawasan dan evaluasi kinerja angkutan umum perkotaan harus senantiasa dilakukan secara 

berkesinambungan. Komitmen dan kebijakan yang terpadu antar Departemen, penegakan hukum 

dan kekonsistenan kebijakan serta penyadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjamin 

pemeliharaan kinerja angkutan umum perkotaan menuju era transportasi berkelanjutan sehingga 

menarik minat masyarakat untuk berpindah moda angkutan. 

 

Kata kunci: kinerja, evaluasi, angkutan umum perkotaan, kebijakan, transportasi berkelanjutan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 Dalam penelitian Soegoto (2001), kualitas tingkat pelayanan bus Damri di Kota Bandung yang 

selama ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat pengguna jasa (penumpang) masih belum memuaskan 

hal ini disebabkan oleh kondisi dari prasarana, sarana, dan sistem operasi yang belum memadai, guna 

mendukung nilai suatu perjalanan seperti waktu, biaya, keamanan, kenyamanan dan pelayanan. 
 LPPM ITB (2003), dalam survei kepada pengguna angkot membuktikan bahwa pelayanan angkot 

di kota Bandung masih jauh dari yang diharapkan, hal ini terungkap dengan besarnya gap yang terjadi 

antara keinginan pengguna dan realitas pelayanan angkot yang ada relatif tinggi, rata-rata berada pada nilai 

sekitar 40%.  

 Arintono (2005), dalam penelitiannya di Lampung mendapatkan bahwa jumlah angkutan umum 

perkotaan jumlahnya sangat berlebihan tidak sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sehingga tingkat 

pendapatannya berbeda-beda. Kondisi tersebut diatas tentunya berakibat pada tingkat persaingan antar 

angkutan untuk mendapatkan penumpang.  

 Munawar (2007), menyatakan bahwa permasalahan utama angkutan umum perkotaan di Indonesia 

dikarenakan disiplin pengemudi yang rendah, tidak cukupnya dana untuk memperbarui dan memperbaiki 

kendaraan, pengaturan pemberhentian dan naik turun penumpang oleh preman, komplesitas dan kekakuan 

aturan yang ada saat ini, struktur administrasi dan manajemen yang kurang efektif dan kepemilikan 

kendaraan secara pribadi sehingga tidak dapat diatur dalam satu kesatuan. 

 Idris (2009), dalam penelitiannya tentang tingkat kepuasan penumpang angkutan umum di DIY 

mendapatkan bahwa Indek Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index = CSI) untuk sepuluh  

 

 

 



Transport 

 

T-84   KoNTekS 6 

 Universitas Trisakti, Jakarta  1-2 November 2012 

indikator yang diujikan mendapatkan bahwa hasilnya sangat jelek. Kesepuluh indikator tersebut adalah 

ketersediaan moda yang dijanjikan operator, ketepatan waktu datang dan pergi, keperdulian pengemudi, 

pemberian informasi yang tepat, keselamatan pengguna jasa, keamanan/kenyamanan, memberi perhatian, 

ramah/sopan/supel, kebersihan/ kerapihan dan ketersediaan fasilitas/interior. 

 LPM Kentingan UNS Solo (2009), kualitas transportasi publik perkotaan di Indonesia dinilai 

masih rendah. Permasalahan ini mengemuka karena terdapat berbagai kelemahan yang menjadi sebab 

terpuruknya kualitas pelayanan transportasi publik perkotaan. Kelemahan tersebut utamanya terjadi dalam 

perencanaan operasionalisasi transportasi publik. Kelemahan perencanaan bisa dilihat dalam dua sisi yaitu 

kelemahan perencanaan secara teknis dan kelemahan perencanaan secara ekonomi. Secara teknis, 

perencanaan operasional transportasi publik perkotaan belum komprehensif dan mendalam. Perencanaan 

operasional transportasi publik perkotaan belum mencakup semua aspek-aspek yang terlibat di dalamnya 

seperti pola tata guna lahan, pola jaringan jalan, pola penyebaran penduduk, pola pergerakan, sistem operasi 

(rute/trayek) dan tingkat pelayanan.  

 Basuki (2008), dalam penilaian angkutan bus perkotaan Yogyakarta faktor yang menjadi keinginan 

utama penumpang secara berurutan adalah masalah keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, kenyamanan, 

informasi, kebersihan, lama perjalanan dan pelayanan awak. Dalam Idris (2009), keinginan penumpang 

yang sangat perlu diperhatikan adalah yang berhubungan dengan keselamatan, keamanan dan kenyamanan. 

Faktor yang berhubungan dengan ketersediaan moda, ketepatan waktu datang dan pergi menurut penilaian 

pengguna juga sangat penting untuk diperhatikan. 

 Menurut Kementrian Negara Lingkungan Hidup (2005),  pertumbuhan di sektor ekonomi memberi 

dampak terutama dirasakan di kawasan perkotaan, dengan terlihat makin menguatnya konsentrasi penduduk 

di kota-kota besar dan metropolitan. Dewasa ini tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan telah mencapai + 

4% per tahun, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang hanya mencapai + 

1,8%. Sampai akhir 1995 diperkirakan 45% dari total penduduk nasional tinggal di wilayah perkotaan atau 

90 juta dari 200 juta penduduk, dimana 60,5% dari penduduk perkotaan tersebut tinggal di kota-kota besar, 

metropolitan dan megapolitan. Dengan gejala seperti dapat diperkirakan pada tahun 2018 penduduk 

perkotaan akan mencapai 52% atau sekitar 140 juta jiwa penduduk perkotaan dari sekitar 270 juta jiwa 

penduduk Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini telah meningkatkan peranan sektor transportasi 

dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya. Fungsi sektor transportasi akan 

merangsang peningkatan pembangunan ekonomi karena antara fungsi sektor transportasi dan pembangunan 

ekonomi mempunyai hubungan kausal (timbal balik). 

 Dari berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

meningkat cukup pesat. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut, mengakibatkan permintaan 

transportasi mengalami peningkatan, namun tidak disertai dengan peningkatan sistem transportasi, sehingga 

fasilitas transportasi yang ada tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Tidak terpenuhinya jumlah 

permintaan transportasi yang ada, mengakibatkan muncul berbagai keluhan dari masyarakat pada umumnya 

ditujukan dalam hal berkurangnya kenyamanan kota, terjadinya penurunan tingkat kesehatan, kerugian 

ekonomi dan meningkatnya penyalahgunaan fungsi ruang publik. Semua faktor-faktor tersebut diatas 

mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar contohnya di Jakarta kerugian ekonomi yang diderita 

mencapai sekitar 40 milyar rupiah/hari, sementara hilangnya kualitas hidup tidak terhitung.  

 Namun keadaan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun kembali sebuah sistem yang 

lebih baik, dan beroperasi secara terintegrasi yang mencakup pada semua komponen sistem transportasi. 

 Menurut Kementrian Negara Lingkungan Hidup (2005),  pada dasarnya permasalahan transportasi 

dibagi menjadi permasalahan inti sebagai berikut: 

1.  Peningkatan arus lalu lintas telah mengakibatkan peningkatan pencemaran udara 

2.  Kebutuhan akan transportasi yang menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan masalah 

lingkungan. Waktu dan jarak tempuh yang lebih panjang akibat kemacetan menimbulkan kerugian 

ekonomi sebesar Rp. 2.5 triliun per tahun di wilayah Jabodetabek, sementara biaya operasional 

kendaraan dan waktu tempuh akibat kemacetan Rp. 5.5 triliun per tahun di wilayah Jabodetabek 

(SITRAMP 2004).  

 Beberapa unsur yang mempengaruhi tingginya tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor 

di jalur jalan-jalan di perkotaan di Indonesia antara lain: 

1.  Peningkatan arus lalu lintas 

2.  Kebutuhan akan transportasi yang menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan masalah 

lingkungan 

3.  Sistem transportasi yang ada belum terintegrasi dalam pengembangan tataruang; 

4.  Pergerakan transportasi melebihi kapasitas sistem prasarana transportasi yang ada dan melebihi daya 

tampung wilayah perkotaan. 

5.  Sistem transportasi umum masih belum tertata dengan baik 

6.  Belum adanya sistem pelayanan minimal angkutan umum perkotaan. 

7.  Peningkatan emisi kendaraan bermotor 
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 Dari berbagai unsur tersebut, dalam makalah ini akan ditinjau tentang sistem pelayanan minimal 

angkutan umum perkotaan yang perlu diperhatikan. 

2. KONDISI TRANSPORTASI INDONESIA 

 Kondisi eksisting dari transportasi di Indonesia saat ini tergolong memprihatinkan, seperti kondisi 

lalu-lintas yang hampir macet total, polusi yang dapat mengancam kesehatan masayarakat, tingkat 

kecelakaan lalu lintas yang tinggi, serta penyalahgunaan ruang publik dan lain-lain.   
 Kebijakan yang tepat diperlukan sebagai arahan untuk menuju pada perubahan radikal yang akan 

menghasilkan sistem tranportasi yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kota-kota Indonesia 

menjadi kota yang layak huni dan nyaman.  

 Perencanaan pembangunan kota-kota di Indonesia masih kurang memperhatikan rencana tata 

ruang, hal ini terlihat dari pembangunan gedung-gedung yang tidak disesuaikan dengan perencanaan 

tataguna lahan untuk transportasi. Dengan adanya ketidaksinambungan hal tersebut, maka menjadikan 

adanya beberapa penyimpangan pada fungsi ruang publik yang akhirnya mengganggu ketertiban dan 

kenyamanan kota.  

 Untuk mencapai visi transportasi perkotaan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan strategi, dan 

kebijakan yang tepat, yang tersusun sebagai kerangka politis, administratif, kelembagaan, hukum dan 

keuangan yang berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain.  

 Kunci dari pendekatan untuk mewujudkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan terletak pada 

kondisi pelayanan transportasi umumnya, yang diharapkan dapat melayani kebutuhan permintaan 

transportasi secara terpadu di kota-kota di Indonesia. Namun, dalam proses mewujudkan transportasi 

perkotaan yang berkelanjutan tersebut perlu diikuti dengan penelitian dan pengembangan dalam 

meningkatkan teknologi dan investasi dalam negeri, sehingga dapat memaksimalkan sumber daya manusia 

dalam negeri dan dapat meminimalkan ketergantungan pada luar negeri.  

 Untuk mengimplementasikan sistem tersebut maka harus ada komitmen kuat dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) dalam segala aspek tinjauan baik dari sarana maupun 

prasarana. Apabila komitmen tidak dilaksanakan dengan serius maka semua akan berujung pada kegagalan 

sistem, yang akan mengakibatkan pelayanan angkutan umum yang tidak maksimal dan menyebabkan 

dampak sosial akibat perubahan sistem tidak terselesaikan secara sempurna.  

 Adapun pengimplementasian sistem transportasi yang berkelanjutan itu dilaksanakan dengan 

membuat suatu sistem jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan baik dan disertai dengan 

penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor (Non-Motorized Mobility). Jika 

implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan ini berlangsung dengan baik, maka kota-kota di 

Indonesia yang awalnya tidak terintegrasi dan memiliki fungsi guna lahan yang kurang baik, akan berubah 

menjadi kota yang layak huni dan menyenangkan.  

 

3. TRANSPORTASI BERKELANJUTAN 

 Widiantono (2009), transportasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai 

suatu antithesis terhadap kegagalan kebijakan, praktek dan kinerja sistem transportasi yang dikembangkan 

selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Istilah transportasi berkelanjutan sendiri berkembang sejalan dengan 

munculnya terminologi pembangunan berkelanjutan pada tahun 1987 (World Commission on Environment 

and Development, United Nation). Secara khusus transportasi berkelanjutan diartikan sebagai “upaya untuk 

memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi 

mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya”. 

 OECD (1994) juga mengeluarkan definisi yang sedikit berbeda yaitu: “Transportasi berkelanjutan 

merupakan suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan 

masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten dengan 

memperhatikan: (a) penggunaan sumberdaya terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat 

regenerasinya; dan (b) penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari 

tingkat pengembangan sumberdaya alternatif yang terbarukan.” 

 Menurut The Centre of Sustainable Transportation Canada (2002), pengertian sustainable 

transportation, antara lain:  

1. Memberikan akses utama yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat agar keamanannya lebih 

terjaga dan cara yang sesuai dengan manusia dan kesehatan ekosistem, serta dengan keadilan 

dalam dan antar generasi; 

2. Memberikan pilihan moda transportasi dan mendukung pergerakan aspek ekonomi 

3. Membatasi emisi, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, 

membatasi penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui agar kualitasnya tetap terjaga.  
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 Definisi resmi yang dikeluarkan oleh The World Bank (1996), menyatakan secara konseptual 

bahwa transportasi berkelanjutan adalah transportasi yang melayani tujuan utama sebagai penggerak 

ekonomi wilayah perkotaan dan perkembangan sosial. Definisi ini lebih menekankan pada kegiatan 

transportasi dalam konsep sustainable transportation pada aspek ekonomi wilayah dan perkembangan 

sosial. Sistem transportasi dalam konsep ini di terapkan untuk memperlancar kegiatan perekonomian di 

wilayah tersebut. kegiatan ekonomi bisa maju jika didukung oleh transportasi yang baik pula. Transportasi 

ini bisa memperlancar dalam hal produksi ataupun pemasaran ke konsumen. Selain itu transportasi yang 

dimaksud oleh The World Bank(1996) itu juga bisa mengembangkan tingkat sosial masyarakat. Jika 

sustainable transport bisa diterapkan dengan baik, atau dalam kasus ini masyarakat banyak yang beralih 

menggunakan angkutan massa atau MRT maka kesenjangan sosial yang ada akan sedikit demi sedikit 

menghilang. 

4. INDIKATOR DAN TOLOK UKUR ANGKUTAN PERKOTAAN 

 Dalam upaya untuk perbaikan pelayanan angkutan umum perkotaan, Departemen Perhubungan 

mulai memperkenalkan penggunaan transportasi massal menggunakan Bus Rapid Transit (BRT) di 15 kota 

besar dan metropolitan. Hasil penelitian Basuki (2012), yang melakukan penelitian terhadap indikator dan 

tolok ukur pelayanan angkutan umum perkotaan untuk angkutan reguler dan Bus Rapid Transit  (BRT) 

modified di Kota Yogyakarta dan Pekanbaru menyatakan bahwa  indikator kinerja pelayanan angkutan 

umum perkotaan sebanyak 24 buah, dirangkum menjadi tujuh faktor besar yaitu aksesibilitas, 

kehandalan/ketepatan, keselamatan, kenyamanan, pentarifan,  prasarana dan sarana. Tolok ukur dalam 24 

indikator pelayanan untuk angkutan reguler dan BRT modified relatif tidak berbeda maka dapat diartikan 

bahwa penumpang angkutan umum sebenarnya tidak melihat jenis/klasifikasi angkutan yang akan 

dinaikinya namun memperhatikan kebutuhan akan pelayanan yang mereka terima dan tujuan perjalanannya.  

5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL 

 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang diberlakukan mulai 31 Januari 2012 merupakan 

acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna 

Jasa. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud meliputi jenis pelayanan dan mutu pelayanan. 

Jenis pelayanan meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. 

Sedangkan mutu pelayanan meliputi  indikator dan nilai(ukuran atau jumlah). 
 

Tabel 1. Standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan 
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               Tabel 1. (lanjutan) 

 

 

 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan ini pada dasarnya sudah merupakan suatu langkah 

besar dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan. Namun aturan ini perlu 

disosialisasikan lebih lanjut dengan melakukan aturan pelaksanaan yang perlu dibarengi dengan target 

pelaksanaan dan sanksi bagi operator angkutan umum perkotaan, agar peraturan ini mempunyai kekuatan 

dalam pelaksanaannya.  

 

OPTIMALISASI PENGOPERASIAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 
 

Penyatuan sistem angkutan umum utama (BRT modified) 

 Melihat hasil tolok ukur dari angkutan umum sistem BRT Modified dimana secara keseluruhan 

besaran untuk tolok ukur dari indikator kualitas pelayanan yang terukur (quantitative measures) dan yang 

tidak terukur (qualitative measures) yang dikehendaki masyarakat tidak jauh berbeda dibandingkan dengan 

angkutan sistem reguler. Sehingga dengan melihat kondisi kedua sistem yang ada tersebut akan sangat 

susah bagi angkutan sistem Reguler untuk dapat kompetitif terhadap angkutan BRT Modified dengan 

memenuhi kriteria penilaian pada tolok ukurnya.  

 Untuk dapat mengoptimalkan pengoperasian sistem reguler dan BRT modified, keseluruhan 

pelayanan angkutan umum perkotaan dilakukan oleh BRT Modified sedangkan angkutan reguler akan 

berfungsi sebagai pengumpan pada feeder line disekeliling koridor BRT Modified. Perlu dilakukan 

perencanaan ulang untuk merencanakan koridor pelayanan BRT Modified yang didukung oleh feeder line 

oleh angkutan reguler dengan yang lainnya.  

 Dalam Modul 3b : Angkutan Bus Cepat, seri Transportasi Berkelanjutan: Panduan Bagi Pembuat 

Kebijakan di Kota-kota Berkembang, sedikitnya ada dua teknik berbeda untuk melayani kawasan trunk line 

dan feeder line (Gambar 1) yaitu Teknik trunk-feeder dan Teknik konvoi. 
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Gambar 1. Dua opsi struktur rute BRT 

 

Dengan teknik Trunk-feeder, bus-bus yang lebih besar melayani koridor utama. Pada bagian akhir koridor 

ini dibangun sebuah stasiun terminal terintegrasi untuk memindahkan penumpang secara efisien ke bus-bus 

feeder yang lebih kecil, yang akan meneruskan ke komunitas yang lebih kecil. Keunggulan utama dari 

teknik ini adalah bahwa ukuran bus dapat disesuaikan secara lebih baik untuk ukuran-ukuran rute yang 

dituju. Kerugian utama adalah bahwa pelanggan harus berpindah, dan oleh karena itu mungkin 

perjalannnya menjadi lebih panjang daripada sebuah rute yang dilayani oleh satu bus.  

 Sebagai alternatif, teknik Convoy tidak memerlukan perpindahan di stasiun terminal. Sebaliknya, 

iring-iringan bus yang memiliki rute akhir yang berbeda, semuanya memanfaatkan line koridor utama. Pada 

titik tertentu, tiap-tiap bus ini meninggalkan koridor utama dan berlanjut ke rutenya masing-masing yang 

mungkin meliputi busway yang terpisah ataupun tidak. Keunggulan teknik Convoy adalah bahwa teknik ini 

menyuguhkan layanan yang terkonsentrasi pada koridor yang ramai, kemudian melewatkan bus-bus yang 

sudah dibedakan tersebut untuk memasuki komunitas yang lebih kecil tanpa pelanggan harus berpindah. 

Kerugian utama dari teknik ini adalah bahwa adanya kemungkinan kelebihan tempat duduk pada bagian 

feeder dari rute tersebut, khususnya jika digunakan bus-bus gandeng yang besar.  

 Tidak ada jawaban yang salah atau benar sehubungan dengan opsi pemberian rute ini, karena hal 

itu sangat bergantung pada keadaan-keadaan lokal, seperti perubahan kepadatan penduduk dalam sebuah 

kota. Jika koridor line utama melayani kawasan berpopulasi lebih rendah, teknik trunk-feeder mungkin 

dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Jika kepadatan penduduk dan karenanya perubahan-perubahan 

spasial dalam permintaan trayek kurang bervariasi antara kawasan line utama dan feeder, maka mungkin 

teknik Convoy lebih sesuai. 

 

Pengelolaan angkutan umum 

 Untuk mengembangkan sarana transportasi massal, perbaikan harus dilakukan di seluruh lini yaitu 

sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Sudah saatnya sistem angkutan reguler dan yang sejenisnya 

merubah pola kerja manajemen yang selama ini dilakukannya. Pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan 

dilakukan dalam pola manajemen satu atap, dimana kendaraan atau armada tidak lagi dengan sistem 

kendaraan dibawa pulang masing-masing pemilik, tapi akan selalu melewati aspek pemeriksaan, baik 

sebelum maupun sesudah beroperasi. 

 Pemegang hak pengoperasian angkutan umum perkotaan adalah sebuah badan hukum usaha bukan 

milik perorangan, sehingga memudahkan pihak regulator untuk melakukan pengawasan. Disamping itu 

secara finansial kepemilikan oleh badan usaha akan memberikan subsidi silang bagi kendaraan yang 

mempunyai penghasilan kecil. Kepemilikan secara individu menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan, 

pengaturan, tidak dimungkinkannya pemberian subsidi dan berujung pada penyelenggaraan angkutan 

umum perkotaan yang tidak efisien dan efektif. Demikian halnya sistem penggajian untuk awak angkutan 

harus diterapkan bukan dengan sistem setoran, yang terbukti tidak mendukung optimalisasi pelayanan 

angkutan umum perkotaan. 

 Pihak swasta diajak untuk berperan aktif dalam pengembangan angkutan umum perkotaan dengan 

melakukan lompatan pelayanan yang mengutamakan kepuasan penumpang, tentunya tidak terlepas dari 

campur tangan pihak regulator dalam hal ini. Perbaikan konsep pelayanan angkutan umum perkotaan 

tentunya juga akan berpengaruh dalam struktur finansial, untuk itu selama tarif ditetapkan oleh Pemerintah, 

maka pemerintah ikut bertanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan usaha angkutan umum dengan 

cara memberikan subsidi apabila diperlukan. Subsidi tidak hanya diartikan dalam bentuk bantuan biaya 

operasi saja (seperti model Trans Jogja) tetapi bisa diberikan dalam berbagai bentuk seperti misal dalam 

bentuk pembebasan biaya perijinan, harga spare parts, fasilitas kredit tanpa bunga, harga BBM dan lain 

sebagainya. 
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Untuk mendukung pelaksanaan perubahan pelayanan angkutan umum perkotaan harus didukung berbagai 

hal lainnya : 

a) Regulasi yang kuat untuk memayunginya 

b) Kerjasama antar lembaga dan instansi. 

c) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara bersinergi dan bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan yang ada di lapangan, penegakan disiplin dan hukum (law enforcement) dan 

menjadi masukan dalam perencanaan maupun operasional.  

 

 Disamping itu juga perlu diterapkannya Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi yang sudah 

diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ 403/1/6 Tahun  1991, Tentang 

Prinsip Dasar Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Pribadi. Perbaikan pelayanan sektor angkutan umum 

perkotaan memang harus dilakukan sehingga masyarakat nantinya bisa menilai dan akan merubah pola 

perjalanannya dengan lebih banyak menggunakan angkutan umum perkotaan. Namun upaya perbaikan ini 

akan sia-sia kalau tidak dilakukan secara bersinergi dengan Departemen lainnya yang terkait dengan upaya 

perbaikan ini. 

 

Kebijakan 

 Perbaikan pelayanan angkutan umum perkotaan agar menarik minat masyarakat untuk mengurangi 

penggunaan angkutan pribadi tidak bisa hanya berdiri sendiri, namun harus dibarengi dengan kebijakan 

yang komprehensif dari bidang lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana angkutan umum lebih 

diutamakan dibandingkan dengan penambahan ruas jalan yang justru akan semakin menarik minat 

penggunaan angkutan pribadi. Pembatasan pembelian kendaraan pribadi dan penggunaannya, pembatasan 

akses kendaraan pribadi serta penegakan hukum dalam pelaksanaanya harus mulai dilakukan agar 

kemacetan yang sangat parah tidak terjadi.  Namun sepanjang perencanaan dan pelaksanaan perbaikan 

angkutan umum perkotaan hanya berdiri sendiri tidak direncanakan secara komprehensif dengan 

Departemen terkait lainnya, sepertinya masalah kepadatan lalu lintas tidak akan pernah selesai untuk dapat 

dipecahkan. 

Perbaikan pelayanan angkutan umum perkotaan perlu dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang 

komprehensif mencakup : 

a) Kebijakan tentang standar pelayanan angkutan umum perkotaan berbasis jalan dengan 

menggunakan bus. 

b) Kebijakan pembatasan pemakaian kendaraan pribadi. 

c) Kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dalam berlalu lintas. 

 

Alternatif akhir  
 Pemecahan permasalahan angkutan umum perkotaan yang sangat kompleks dalam pelaksanaannya 

maka pilihan langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah dengan pengoperasian MRT (mass rapid 

transit). MRT (mass rapid transit) secara harfiah dapat diartikan sebagai moda angkutan yang mampu 

mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak (massal) dengan frekuensi dan kecepatan yang sangat 

tinggi (rapid). Menurut modanya, MRT dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: bus 

(buslane/busway), subway, tram, dan monorail. Dalam upaya pemecahan permasalahan di kota sedang dan 

besar sudah saatnya mempertimbangkan penggunaan MRT dengan menggunakan monorail. Monorail 

merupakan MRT yang memiliki jalur tertentu dan biasanya tidak mengambil ruang kota yang luas. MRT 

jenis ini biasanya memiliki jalur di atas jalan raya dan yang ditopang dengan tiang-tiang yang sekaligus 

berfungsi untuk membentuk lintasan monorail. Berbeda dengan MRT lainnya, monorail biasanya hanya 

terdiri atas satu rute dengan sistem lintasan loop dengan beberapa stasiun pemberhentian yang 

menghubungkan dengan MRT lainnya maupun langsung ke lokasi kegiatan tertentu.  

Lintasan MRT monorail terpisah dengan lalu lintas jalan sehingga pelayanannya akan sangat menarik minat 

masyarakat untuk menggunakannya. Pelayanan MRT monorail harus dipadukan dengan pelayanan 

angkutan umum perkotaan lainnya seperti BRT Modified yang bisa dijadikan pengumpan. 

6. KESIMPULAN 

1) Perencanaan dan pelaksanaan perbaikan angkutan umum perkotaan harus direncanakan secara 

komprehensif dan bersinergi dengan Departemen terkait lainnya. 

2) Perlu dilakukan perubahan radikal konsep penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan umum perkotaan 

dengan melibatkan masyarakat. 

3) Pemeliharaan kinerja angkutan umum perkotaan berdasar aturan yang ada perlu dilakukan secara 

menerus, rutin dan juga dibarengi dengan tindakan penegakan hukum sehingga pada akhirnya 

masyarakat akan memilih  penggunaan angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi sehingga pada 

akhirnya akan mendukung kepada tujuan transportasi berkelanjutan 
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